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tidak partisipatif?

tidak transparan?



Pertanyaan Penelitian

Bagaimana tingkatan
partisipasi masyarakat

dalam proses
pembentukan UU ITE,

UU Desa,
UU KIA, dan UU

KSDAHE berdasarkan
teori Tangga Partisipasi?

Bagaimana proses
pembentukan UU ITE,
UU Desa, UU KIA, dan

UU KSDAHE
mencerminkan

partisipasi yang inklusif
dan bermakna?

Bagaimana cara untuk
mengoptimalkan atau

meningkatkan tingkatan
partisipasi, partisipasi

yang inklusif, dan
bermakna dalam

pembentukan UU di
Indonesia?

UU ITE: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik
UU Desa: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
UU KIA: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan
UU KSDAHE: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya



Metodologi 
Penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Pengumpulan data: wawancara, studi
literatur, dan studi peraturan perundang-undangan.
Merangkum dari rekam jejak masing-masing UU di menu “Prolegnas” dpr.go.id dan Info Dwi Mingguan Badan Keahlian Sekretariat
Jenderal DPR RI bk.dpr.go.id, dokumentasi dari pengecekan tanggal 28 Agustus 2024, 6 September 2024, dan 20 Oktober 2024.

Tangga Partisipasi Sherry Arnstein (1969)
dan Modifikasi Tangga Partisipasi Desmond
M. Connor (1988)

The Indicators for Democratic Parliaments
dari Inter-Parliamentary Union (IPU)

Proses Pembentukan Peraturan Perundang-
Undang dalam Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan sebagaimana
diubah dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 (UU P3)

Partisipasi Bermakna - Putusan MK Nomor
91/PUU-XVIII/2020

Landasan Teori
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Pasal 96 ayat (1) sampai dengan (5)

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis
dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

1.

Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara daring dan/atau luring.

2.

Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang
perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau
mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan.

3.

Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau
Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan
mudah oleh masyarakat.

4.

Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pembentuk Peraturan Perundangundangan menginformasikan kepada
masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

5.

UU P3
Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
sebagaimana diubah
dalam: 

Undang-Undang
Nomor 15 Tahun
2019
Undang-Undang
Nomor 13 Tahun
2022

Initiative!INDONESIA
2024

Diseminasi

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5da039a94937f/
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5da039a94937f/
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5da039a94937f/
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt62b01b9e7e96e/
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt62b01b9e7e96e/
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt62b01b9e7e96e/


Bentuk-bentuk
Konsultasi
Publik/Pemberian
Aspirasi
Berdasarkan Pasal 96 ayat (6) UU P3,
Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020, dan
praktik di lapangan

Rapat Dengar Pendapat Umum
(RDPU)

kunjungan kerja

seminar

lokakarya

diskusi pertemuan dengan pimpinan
komisi/gabungan komisi

pertemuan dengan
pimpinan komisi/gabungan

komisi

pertemuan dengan pansus

pertemuan dengan Baleg
atau Badan Anggaran

FGD media sosial 
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Partisipasi bermakna..

Hak untuk
didengar

Hak untuk
dipertimbangkan

Hak untuk
dijelaskan

Segala bentuk
penerimaan aspirasi
publik

Pasal 96 ayat (7) UU P3
Hasil kegiatan konsultasi publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
menjadi bahan pertimbangan dalam
perencanaan, penyusunan, dan
pembahasan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan

Pasal 96 ayat (8) UU P3
Pembentuk Peraturan Perundang-
undangan dapat menjelaskan kepada
masyarakat mengenai hasil
pembahasan masukan masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
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Tangga Partisipasi Arnstein



Alat untuk mendukung pembelajaran dan pegembangan parlemen. 
Memberikan kerangka untuk parlemen bisa mengevaluasi diri dan mengembangkan diri. 
Terdiri dari 25 indikator yang dikelompokkan jadi 7 target 
Mendukung SDG: effective, accountable, transparent, responsive, inclusive, participatory and
representative
Indonesia telah menjadi salah satu negara yang mengikuti uji coba awal tahap 3 tahun 2022.
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Indicator 5.1: Inclusive law-making, oversight and
budgeting
Dimension 5.1.1: Human rights
Dimension 5.1.2 : Impact assessments
Dimension 5.1.3 : Gender mainstreaming
Dimension 5.1.4 : Gender responsive budgeting
Dimension 5.1.5 : Youth inclusion

Indikator terkait inklusivitas
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Proses Pembentukan UU ITE, UU Desa, UU KIA,
dan UU KSDAHE

Akses tabel lengkap temuan di: bit.ly/IRHukum



Analisis Tingkat Partisipasi Arnstein dalam
UU ITE, UU Desa, UU KIA, dan UU KSDAHE

tokenisme: konsultasi dan penempatan 

dilakukan survey, rapat dengar, dan pertemuan di
daerah
memberikan lebih banyak kesempatan dan
pengaruh dalam pengambilan keputusan, walaupun
tokenisme masih jelas mendominasi
beberapa orang dari masyarakat dipil ditunjuk
oleh pemerintah untuk memberikan masukan
menjadi penasehat, ahli atau tergabung dalam
satuan khusus
masukan yang diberikan merepresentasikan
pandangannya sebagai masyarkat sipil

tidak ada jaminan bahwa keluhan dan ide
masyarakat akan diakomodir
masyarakat cenderung hanya dipandang
sebagai statistik dan tingkat partisipasi
hanya diukur dari berapa banyak orang yang
ikut
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Analisis Tingkat Partisipasi Arnstein dalam
UU ITE, UU Desa, UU KIA, dan UU KSDAHE

Temuan:
tidak ada jaminan untuk segala masukan akan diakomodir
dalam RUU yang sedang dirancang;

1.

belum semua metode penerimaan aspirasi tercatat dengan jelas
dalam rekam jejak;

2.

Naskah Akademik yang belum dimanfaatkan secara optimal
untuk jadi bahan pertimbangan; dan

3.

draf RUU yang tidak ditunjukkan kepada publik terbuka secara
real-time

4.
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Analisis Tingkat Partisipasi Arnstein dalam
UU ITE, UU Desa, UU KIA, dan UU KSDAHE
tidak ada jaminan untuk segala
masukan akan diakomodir dalam
RUU yang sedang dirancang

satu pertemuan tidak bisa
menjamin aktualisasi pendapat
untuk terus ditindaklanjuti sampai
akhir pembahasan.
hanya tergolong sebagai
information feedback menurut
Connor (1988).
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Sumber: tvparlemen.dpr.gov.id 



belum semua metode penerimaan aspirasi tercatat dengan jelas
dalam rekam jejak

Analisis Tingkat Partisipasi Arnstein dalam
UU ITE, UU Desa, UU KIA, dan UU KSDAHE

tidak ada parameter untuk penunjukkan
pihak-pihak terlibat; 
paling banyak kegiatan yang dilakukan adalah
RDPU;
cara lain seperti survey, kunjungan daerah,
FGD, dan diskusi yang dilakukan oleh anggota
atau fraksi tidak didokumentasikan secara
terintegrasi dan lengkap -> aspirasi tidak
terhimpun dengan optimal, tidak ada
akuntabilitas apakah aspirasi akan
dipertimbangkan 

Sumber: dpr.go.id ; jakarta.suaramerdeka.com



Analisis Tingkat Partisipasi Arnstein dalam
UU ITE, UU Desa, UU KIA, dan UU KSDAHE

Naskah Akademik yang belum dimanfaatkan
secara optimal untuk jadi bahan pertimbangan
dan
draf RUU yang tidak ditunjukkan kepada publik
terbuka secara real-time

NA juga punya perah sebagai alat komunikasi
antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat
NA tidak dibagikan kepada publik secara real-
time
cenderung hanya sebagai formalitas untuk
mengajukan RUU
RUU tidak ditunjukkan perkembangannya secara
real-time

Sumber: dpr.go.id 



Analisis Inklusivitas Proses
Pembentukan UU ITE, UU Desa,
UU KIA, dan UU KSDAHE

Aspek HAM
telah meratifikasi instrumen HAM
internasional 
tidak ditemukan panitia khusus HAM
Komnas HAM sebagai, lembaga HAM
nasional independen, rutin
melakukan dialog dengan DPR
tidak semua UU melakukan
pertemuan dengan organisasi
masyarakat sipil yang bergerak di
bidang HAM

Sumber: dpr.go.id 



Analisis Inklusivitas Proses Pembentukan
UU ITE, UU Desa, UU KIA, dan UU KSDAHE

Aspek analisis dampak
Naskah Akademik sebagai analisis dampak
Penyebaran Naskah Akademik terbatas dan tidak real-time
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Analisis Inklusivitas Proses
Pembentukan UU ITE, UU
Desa, UU KIA, dan UU
KSDAHE

Pengarusutamaan Gender
Belum ada panitia khusus yang
fokus soal gender, namun ada
Komisi VIII dengan lingkup
pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak
Lembaga dan organisasi
masyarakat sipil terkait gender
baru terlihat di UU KIA

Sumber: cdn.rri.co.id



Analisis Inklusivitas Proses Pembentukan
UU ITE, UU Desa, UU KIA, dan UU KSDAHE

Inklusi anak muda
Adanya Parlemen Remaja, tapi tidak secara
langsung ikut pembahasan RUU
Isu pemuda masih diwakili oleh lembaga yang
berkaitan
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Kesimpulan
Tingkat tokenisme: tidak ada jaminan bahwa semua masukan yang
diberikan pembentuk UU akan diakomodir.
Belum semua metode penerimaan aspirasi tercatat jelas dan terintegrasi,
tidak ada bentuk aktualisasi yang akuntabel.
Naskah akademik belum dimanfaatkan secara optimal sebagai alat
komunikasi berbagai sudut pandang.
RUU tidak ditunjukkan kepada publik secara real-time.
Proses pembentukan UU belum sepenuhnya memenuhi aspek HAM,
analisis dampak, pengarusutamaan gender, dan inklusi anak muda. 
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Rekomendasi
DPR, DPD, dan Pemerintah perlu lebih update dalam membagikan perkembangan
penyusunan RUU di laman resmi yang tersedia. 
pemanfaatan NA perlu lebih optimal untuk menampung sudut pandang berbagai
macam pihak terdampak dan memiliki kepentingan secara obyektif dan berdasar
penelitian.
Perlunya penentuan pihak-pihak terlibat dalam perancangan UU berdasarkan
analisis dampak yang mumpuni.
Peningkatan metode penerimaan aspirasi publik dan jaminan dipertimbangkannya
aspirasi yang diberikan dengan managemen aspirasi yang baik.
Pertemuan yang dilakukan lebih dari satu kali dengan pihak selain pemerintah
untuk meningkatkan jaminan dipertimbangkannya masukan masyarakat sipil. 
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Pengembangan Penelitian Ini Ke Depannya...
Memperluas pengambilan data lebih banyak dengan model penelitian ini.
Evaluasi penyelenggaraan parlemen berdasarkan IPD lengkap.
Manajemen aspirasi yang baik untuk meningkatkan jaminan. dipertimbangkannya
aspirasi yang masuk.
Parameter pernyataan rapat pembahasan RUU dinyatakan tertutup.
Urgensi DIM untuk ikut dibuka ke publik.
Uji coba: transparansi NA, RUU, dan DIM ke publik intensif selama pembahasan
RUU.
Dampak mekanisme menjelaskan oleh pembentuk UU pada publik yang tidak
mandatory untuk dilakukan berdasarkan UU P3.
Pemenuhan hak untuk menjelaskan v. efektivitas waktu pembentukan UU.
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Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam
Pembentukan Undang-Undang 

Terima kasih
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